
 

 

90 
 

 
 

 

BAB III 

PENUTUP 

A.  KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1.     Perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) pada dasarnya dalam  pelaksanaannya belum berjalan 

secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, 

dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu 

yang menurut jenis dan sifat atau  pekerjaannya akan selesai dalam 

waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara 

sifatnya, pekerjaan yang  diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang 

bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk 

baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam 

percobaan. Mengingat terjadi permainan dalam mewujudkan Pasal 59 

ayat (1) dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. PT Mekar Armada Jaya Magelang telah 

merealisasikan atau melaksanakan perlindungan kerja bagi pekerja 
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kontrak dalam masa kontrak berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

2.      Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan 

pekerja/buruh diantaranya adalah kendala yang berkaitan penafsiran 

peraturan yang berbeda, konflik kepentingan, komunikasi kurang, 

jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit, nilai tawar pekerja yang 

rendah dan bargaining power yang terdapat pada pihak pengusaha. 

Solusinya, untuk kendala yang bekaitan dengan peraturan yang kurang 

jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap 

pengaturan pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) dan memberikan sosialisasi terbuka untuk umum terkait 

Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk kendala yang berkaitan 

dengan konflik kepentingan dengan cara meralisasikan semua apa yang 

menjadi kewajibannya dan kemudian menuntut haknya, untuk kendala 

yang berkaitan dengan komunikasi kurang antara pekerja dengan 

perusahaan adalah mengadakan pertemuan yang diwakili pihak 

pengusaha dan pihak pekerja secara teratur.
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B. SARAN 

1.      Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 

telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja 

Kontrak (PKWT). Alangkah lebih baik direvisi ketentuan mengenai 

Pekerja Kontrak Untuk Waktu Tertentu (PKWT) dalam KepMen 

No.100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu agar lebih jelas dan rinci substansi yang diatur di 

dalamnya, agar mempermudah dan memperjelas. 

 

2.          Setiap kontrak kerja yang memakai sistem Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) hendaknya dibuatkan premisnya atau latar belakang, 

yaitu semacam penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, 

sehingga terhadap setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

yang dibuat menjadi jelas bagi pekerja/buruh, atau mengenai 

pengaturan persyaratan jenis dan sifat pekerjaan yang selama ini diatur 

oleh pemerintah, hendaknya diserahkan saja kepada kebutuhan para 

pihak yang berkepentingan. 
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